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TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN 
JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI

Oleh:
Gde Manik Yogiartha1

Abstract
Business actor is any individual or business entity in the form of legal entity or 
legal entities, conducting business activities in the territory of the Republic of 
Indonesia, either alone or together with an agreement for the business activities 
of the various fields of economic activity which includes transaction buy and sell. 
As for the issues related to the issues discussed on the responsibility of businesses 
to the business of buying and selling mobile phones without the warranty? And 
criminal penalties against businesses in the sales of mobile phones without the 
warranty? In writing using normative methods descriptive. This paper refers 
to Regulation Legislation No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Trade 
Minister Regulation No. 19/M-DAG/PER/ 5/2009 on Guidelines for Registration 
of Usage (Manual) and card guarantee or warranty After Sales In Indonesian 
For Telematics products and Electronics. The operations are carried out by the 
business shall be conducted in accordance with the provisions of applicable 
legislation, when a violation of prescribed rules, businesses shall be responsible 
for any losses suffered as a result of his actions. And business operators shall be 
subject to imprisonment or fined.
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Abstrak
Pelaku usaha adalah set�ap orang  perorangan atau badan usaha yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan berbadan hukum, melakukan keg�atan usaha dalam 
w�layah hukum Negara Republ�k Indones�a, ba�k d�lakukan send�r� maupun 
bersama-sama melalu� suatu perjanj�an menyelenggarakan keg�atan usaha 
dar� berbaga� b�dang keg�atan ekonom� yang mel�put� keg�atan transaks� jual 
bel�. Terka�t dengan masalah �tu adapun permasalahan yang d�bahas tentang 
tanggungjawab pelaku usaha terhadap b�sn�s jual bel� ponsel tanpa garans�? Dan 
sanks� hukum terhadap pelaku usaha dalam penjualan ponsel tanpa garans�? 
Dalam penul�san menggunakan metode normat�f yang bers�fat deskr�pt�f. 
Pembahasan �n� mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perl�ndungan Konsumen dan Peraturan Menter� Perdagangan 
Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Petunjuk Pendaftaran Penggunaan 
(Manual) dan kartu Jam�nan atau Garans� Purna Jual Dalam Bahasa Indones�a 
Bag� Telemat�ka Produk dan Elektron�k. Keg�atan usaha yang d�lakukan oleh 
pelaku usaha waj�b d�laksanakan sesua� dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku, ket�ka terjad� pelanggaran terhadap peraturan yang telah d�tetapkan, 
pelaku usaha waj�b bertanggungjawab atas segala kerug�an yang d�alam� ak�bat 
1  Mahas�swa Mag�ster Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Alamat: Jl. Raya Sukawat�, Gg. 
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penggunaan sarana 
telekomun�kas� berlangsung sangat 
pesat. Hal �n� mengak�batkan manus�a 
mempunya� banyak p�l�han dalam 
berkomun�kas�. Se�r�ng dengan 
perkembangan zaman, penemuan-
penemuan terbaru dan �novas� akan 
sarana komun�kas� semak�n men�ngkat. 
Dan banyak jen�s telepon seluler 
yang dapat d�jad�kan sebaga� sarana 
telekomun�kas� yang mudah d�bawa 
oleh penggunanya.

Meng�ngat telepon seluler 
merupakan sarana komun�kas� yang 
sangat efekt�f d�gunakan, mem�l�k� 
kegunaan untuk meng�r�mkan pesan 
s�ngkat, telepon, ema�l, perma�nan, 
kalkulator, dan la�nnya yang dapat 
d�katakan juga sebaga� sarana 
komun�kas� yang mult�fungs� dapat 
d�gunakan oleh penggunanya. Adapun 
tanpa mengurang� fung� maupun n�la� 
dar� telepon seluler, dan mengatas� 
res�ko yang d�t�mbulkan kemud�an 
har�. Maka harus adanya jam�nan 
dengan garans� dar� d�str�butor (garans� 
pabr�k atau jam�nan terbatas pabr�k), 
namun pada saat �n�, perdagangan 
yang d� perjual bel�kan d� pasaran 
banyak d�lakukan t�dak sesua� dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yeng telah d�tetapkan.

Adapun pember�an �nformas� 
mengena� produk barang member�kan 

pengaruh yang ba�k bag� konsumen 
untuk mengetahu� seberapa pent�ng 
kebutuhan produk yang akan 
d�gunakan. Agar t�dak terjad� kerug�an 
terhadap produk yang telah d�bel�, 
tentang baga�mana kual�tas produk, 
keamanan produk, harga dan jam�nan 
atau garans� terhadap produk yang 
akan d�gunakan, suku cadang produk, 
hal yang berka�tan dengan produk 
tersebut.

Nurmadj�to menyatakan bahwa 
produk yang beredar, merupakan 
produk yang telah d�uj� kelayakannya, 
sebaga� ber�kut asal usul, kual�tas 
produk yang telah d�ber�kan sesua� 
dengan �nformas� pelaku usaha 
yang secara tegas d�jelaskan melalu� 
pelabelan, et�ket, med�a, dan la�nnya.2

Berdasarkan ura�an d�atas maka 
penul�s tertar�k untuk menel�t� dan 
membahas serta mengangkatnya 
menjad� sebuah karya tul�s yang 
berjudul “TANGGUNGJAWAB 
PELAKU USAHA TERKAIT 
DENGAN JUAL-BELI TELEPON 
SELULER TANPA GARANSI”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang 

d�atas, adapun yang menjad� rumusan 
masalah adalah sebaga� ber�kut:

perbuatannya. Dan pelaku usaha waj�b d�kenakan sanks� p�dana penjara atau 
p�dana denda.

Kata Kunc� : Jual Bel�, Garans�, Pelaku Usaha, Tanggungjawab.

2 Ahmad� M�ru dan Sutarman Yodo, 2008, 
Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.
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1. Baga�mana tanggungjawab 
pelaku usaha terhadap transaks� 
jual-bel� telepon seluler tanpa 
garans�?

2. Baga�mana sanks� hukum bag� 
pelaku usaha terka�t dengan 
jual-bel� telepon seluler tanpa 
garans�?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk memaham� dan 

menganal�sa tanggungjawab 
pelaku usaha terhadap transaks� 
jual-bel� telepon seluler tanpa 
garans�.

2. Untuk memaham� dan 
menganal�sa sanks� hukum bag� 
pelaku usaha terka�t dengan 
jual-bel� telepon seluler tanpa 
garans�.

II. METODE PENELITIAN
Dalam penul�san �n� 

menggunakan metode normat�f 
yang bers�fat deskr�pt�f. Pendekatan 
normat�f ya�tu suatu prosedur penel�t�an 
�lm�ah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan log�ka ke�lmuan hukum 
dar� s�s� normat�f.3

Penel�t�an �n� d�kaj� dar� 
Peraturan Perundang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen (Selanjutnya d�s�ngkat 
UUPK) dan Peraturan Menter� 
Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/
PER/5/2009 tentang Pendaftaran 
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan 

Kartu Jam�nan/Garans� Purna Jual 
Dalam Bahasa Indones�a Bag� Produk 
Telemat�ka Dan Elektron�ka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggungjawab Pelaku Usaha 

Terhadap Transaksi Jual-
Beli Telepon Seluler Tanpa 
Garansi
Pada Pasal 1 angka 3 UUPK 

sebaga� penjelasan Pelaku Usaha adalah 
set�ap orang perorangan atau badan 
usaha, ba�k yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum 
yang d�d�r�kan dan berkedudukan atau 
melakukan keg�atan dalam w�layah 
hukum negara Republ�k Indones�a, 
ba�k send�r� maupun bersama-sama 
melalu� perjanj�an menyelenggarakan 
keg�atan usaha dalam berbaga� b�dang 
ekonom�.

Pr�ns�p tanggungjawab secara 
umum dapat d�bedakan menjad�:
a. Pr�ns�p tanggungjawab 

mengena� kelala�an (liability 
based on fault), ya�tu mem�nta 
pertanggungjawaban setelah 
adanya kelala�an yang 
d�lakukan.4

b. Pr�ns�p praduga untuk selalu 
bertanggungjawab (Presumption 
of libility) adalah tergugat 
d�nyatakan bersalah h�ngga 
mampu member� bukt� tergugat 
t�dak melakukan kesalahan, 
sebaga� beban pembukt�an pada 

3 Jhony Ibrah�m, 2006, Teori dan Metodelogi 
Hukum Normatif, Bayu Publ�sh�ng, Malang, 
hlm. 57.

4 Innosent�us Samsul, 2004, Perlindungan 
Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung 
Jawab Mutlak, Un�vers�tas Indones�a, Fakultas 
Hukum Pascasarjana, hlm. 48.
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tergugat atau d�kenal sebaga� 
pembukt�an terbal�k.

c. Pr�ns�p praduga untuk t�dak 
selalu bertanggung jawab 
(Presumption of nonliability) 
ya�tu merupakan kebal�kan dar� 
pr�ns�p praduga untuk selalu 
bertanggungjawab, tergugat 
t�dak bertanggungjawab h�ngga 
d�bukt�kan bersalah.

d. Pr�ns�p tanggungjawab mutlak 
(Strict libility) ya�tu d�ka�tkan 
dengan pr�ns�p tanggungjawab 
absolute (absolute libility).

e. Pr�ns�p tanggungjawab dengan 
pembatasan (limitation of libility) 
ya�tu pencantuman klausula 
eksoneras� dalam perjanj�an 
standar yang d�buat oleh pelaku 
usaha, yang dapat merug�kan 
konsumen dengan menetapkan 
pembatasan sep�hak oleh pelaku 
usaha.
Tanggungjawab pelaku usaha 

dalam penjualan telepon seluler t�dak 
menggunakan jalur yang resm� sesua� 
dengan ketentuan yang berlaku dapat 
juga d�kenakan sanks�, sesua� dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku d� w�layah hukum Negara 
Republ�k Indones�a.

Pelaku usaha yang melakukan 
keg�atan usaha t�dak sesua� dengan 
ketentuan yang berlaku waj�b 
member�kan jam�nan atau gant� 
rug� terhadap konsumen yang 
membel� barangnya tersebut, t�dak 
salah masyarakat mem�l�h untuk 
menggunakan barang yang leb�h murah 

harganya d�pasaran karena kebutuhan 
manus�a memang tak terbatas.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 
UUPK, menyatakan konsumen adalah 
set�ap orang pemaka� barang dan/atau 
jasa yang tersed�a dalam masyarakat, 
ba�k bag� kepent�ngan d�r� send�r�, 
keluarga, orang la�n maupun makhluk 
h�dup la�n dan untuk d�perdagangkan.

Secara umum d�kenal ada 4 
(empat) hak dasar konsumen, ya�tu:5

1. hak untuk mendapatkan 
keamanan (the right to safety);

2. hak untuk mendapatkan �nformas� 
(the right to be informed);

3. hak untuk mem�l�h (the right to 
choose);

4. hak untuk d�dengar (the right to 
be heard).
Johanes Gunawan menyatakan 

bahwa Konsumen mendapatkan 
perl�ndungan hukum pada saat sebelum 
melakukan transaks� (no conflict/
pre purchase), dan sedangkan pada 
setelah terjad�nya transaks� (conflict/
post purchase).6

Konsumen mendapatkan perl�n-
dungan konsumen sebelum transaks� 
terjad� (no conflict/pre purchase), 
dapat d�jelasakan sebaga� ber�kut:
1. Transaks� yang d�lakukan 

sebelum terjad�nya kesepakatan 
mendapatkan suatu perl�ndungan 
hukum melau� peraturan 
perundang-undangan, karena ada 

5 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen 
Jika Dirugikan, V�s� Med�a, Jakarta, hlm. 20.

6 Johanes Gunawan, 1999, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Un�vers�tas Katol�k Parahyangan, 
Bandung, hlm. 3.
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batasan-batasan yang mengatur 
ketentuan antara konsumen 
dan pelaku usaha agar t�dak 
terjad�nya persel�s�han d�sebut 
juga sebaga� Legislation

2. Transaks� yang d�lakukan 
sebelum terjad�nya kesepakatan 
yang d�ber�kan perl�ndungan 
hukum, hal �n� juga sangat 
d�butuhkan oleh pelaku usaha 
agar leb�h berhat�-hat� atau 
waspada dalam menjualkan 
produk yang akan d�tawarkan 
terhadap konsumen, d�sebut 
juga dengan Voluntary Self 
Regulation.7

3. Transaks� yang d�lakukan setelah 
terjad�nya kesepakatan (conflict/
post purchase) perl�ndungan 
hukum dapat d�lakukan melalu� 
proses Pengad�lan Neger� (PN) 
atau dapat d�lakukan melalu� 
Badan Penyelesa�an Sengketa 
Konsumen (BPSK) dan �tu 
pun berdasarkan p�hak yang 
melakukan sengketa.

Perl�ndungan hukum secara 
umum, sebaga� ber�kut:8

1. by giving regulation (membuat 
peraturan), yang bertujuan 
untuk:

 a. Member� kewaj�ban maupun 
hak;

 b. Member�kan jam�nan hak 
terhadap subyek hukum;

2. by the law enforcement 
(menengakkan peraturan) 
dengan cara, sebaga� ber�kut:

a. Pencegahan (preventif) terhadap 
pengawasan, per�j�nan dan 
pelanggaran hak-hak konsumen, 
melalu� Hukum Adm�n�stras� 
Negara;

b. Menaggulang� (repressive) set�ap 
pelanggaran terhadap Undang-
Undang, dengan member�kan 
sanks� yang berupa hukuman dan 
sanks� p�dana, melalu� Hukum 
P�dana;

c. Memul�hkan hak (curative dan 
recovery) dengan member�kan 
konpensas�.

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelaku 
Usaha Terkait Dengan Jual-
Beli Telepon Seluler Tanpa 
Garansi
Sanks� hukum adalah peraturan-

peraturan yang bers�fat memaksa, yang 
menentukan t�ngkah laku manus�a 
pada keg�atan masyarakat yang d�buat 
oleh badan resm� yang berwaj�b, 
b�lamana pelanggaran terhadap suatu 
ketentuan peraturan yang d�lakuakan 
akan d�lakukan t�ndakan ya�tu dengan 
hukuman.

Telepon seluler termasuk 
produk telemat�ka sebaga�mana d�atur 
dalam Peraturan Menter� Perdagangan 
Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009. 
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Menter� Perdagangan 19/M-
DAG/PER/5/2009 yang menyatakan 
bahwa: “Set�ap produk telemat�ka dan 

7 Ibid., hlm. 3.
8 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
Un�vers�tas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 
31.
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elektron�k yang d�produks� dan/atau 
d��mpor untuk d�perdagangkan d�pasar 
dalam neger� waj�b d�lengkap� dengan 
petunjuk pengguna dan kartu jam�nan 
(garans� purna jual) dalam Bahasa 
Indones�a”.

Terhadap penjual telepon seluler 
yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) Peraturan Menter� Perdagangan 
19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku 
ketentuan pasal 22 Peraturan Menter� 
Perdagangan 19/M-DAG/PER/5/2009 
yang menyatakan bahwa “pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan 
sebaga�mana d�maksud dalam pasal 2 
ayat (1), d�kenakan sanks� sebaga�mana 
d�atur dalam UUPK”. Berdasarkan 
peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. 
Pasal 8 ayat (1) UUPK, seorang penjual 
telepon seluler yang t�dak member�kan 
kartu garans� dan layanan purna jual 
dapat d�kena� sanks� p�dana.

Mel�hat pada ketentuan Pasal 
8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan 
bahwa seorang  pelaku usaha 
d�larang memproduks� dan/atau 
memperdagangkan barang yang t�dak 
mencantumkan �nformas� dan/atau 
petunjuk penggunaan barang dalam 
Bahasa Indones�a  sesua� dengan 
Ketentuan Perundang-undangan 
yang berlaku. Terhadap pelanggaran 
Pasal 8 UUPK �n� pelaku usaha dapat 
d�kenakan p�dana penjara pal�ng lama 
5 (l�ma) tahun atau  p�dana denda 
pal�ng banyak Rp. 2 M�l�ar (d�l�hat 
dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK). 
Dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK 
seorang penjual telepon selular  yang 

t�dak member�kan kartu garans� dan 
layanan purna jual dapat d�kena� 
sanks� p�dana.  Leb�h lanjut, mengena� 
penjelasan tersebut dapat k�ranya 
d�s�mpulkan bahwa penjualan telepon 
selular tanpa garans� sesua� ketentuan 
peraturan perundang-undangan adalah 
keg�atan yang melanggar hukum yang 
dapat d�kenakan sanks�.

Persa�ngan antar produk yang 
menggunakan produk resm� maupun 
produk yang t�dak resm�. Harga 
yang t�dak menentukan kual�tas 
mampu menggeser kual�tas terhadap 
perdagangan resm� pada pasaran. 
Produk yang t�dak menggunakan 
garans� resm� jauh leb�h murah 
d�band�ngkan produk yang d�jualkan 
menggunakan garans� resm� dar� pabr�k 
resm�. Dan masyarakat past� mem�l�h 
yang leb�h murah tanpa mengetahu� 
kual�tas d�band�ngkan produk yang 
mahal dan berkual�tas resm�.

Khusus penyebaran dan transaks� 
perangkat telekomun�kas� yang d�buat, 
d�rak�t, d�masukan, d�perdagangkan, 
dan d�perjual bel�kan harus memenuh� 
persyaratan tekn�s dan �z�n yang telah 
d�tentukan. Terlepas dar� keuntungan 
dan kerug�an dalam peredaran barang 
elektron�k yang semak�n meluas, 
yang terpent�ng dar� hal tersebut ya�tu 
pengetahuan dan kesadaran yang 
cukup dalam mem�l�h, membel�, dan 
mempergunakan barang elektron�k 
yang sesua� dengan kebutuhan dar� 
konsumen.

Para pelaku usaha melakukan 
kecurangan dalam penjualan suatu 
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barang t�dak serta mem�k�rkan 
kepuasan konsumen, tak jarang pelaku 
usaha yang melakukan kecurangan 
mengak�batkan kerug�an terhadap 
konsumen dem� mendapatkan 
keutungan yang maks�mal dan menekan 
b�aya produk barang tersebut. Bahkan 
konsumen t�dak menyadar� bahwa 
t�ndakan yang d�lakukan oleh pelaku 
usaha tersebut dapat merug�kan atau 
mengak�batkan kecelakaan karena 
t�dak membel� secara tel�t� barang 
yang akan d�bel�.

Kesadaran pelaku usaha 
terhadap penjualan barang yang 
secara t�dak resm� d�perjualbel�kan 
d� pasaran sangat pent�ng, agar t�dak 
terjad� sengketa d�kemud�an har� 
terka�t dengan penjualan barang tanpa 
kartu garans�. Maka Pemer�ntah juga 
harus leb�h tel�t� dalam meny�kap� 
hal tersebut, melakukan s�dak 
pada tempat penjualan produk-
produk telekomun�kas�. Dan apab�la 
d�temukan sanks� tegas seharusnya 
d�lakukan t�ndak lanjut sebaga� efek 
jera terhadap pelaku usaha yang 
melakukan keg�atan usaha t�dak sesua� 
dengan ketentuan yang berlaku dalam 
Peraturan Perundang-Undangan.

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan

Berdasarkan ura�an pembahasan 
tersebut d�atas, maka dapat d�tar�k 
beberapa kes�mpulan guna menjawab 
permasalahan yang d�kemukakan 
dalam penel�t�an �n� sebaga� ber�kut:

1. Pelaku usaha yang melakukan 
keg�atan usaha t�dak sesua� 
dengan ketentuan yang berlaku 
waj�b member�kan jam�nan atau 
gant� rug� terhadap konsumen 
yang membel� barangnya 
tersebut. Sebaga� bentuk 
tanggungjawab terhadap barang 
yang telah d�perjualkan tanpa 
mencantukan bukt� garans� 
ataupun �nformas� terhadap 
produk yang d�perjualbel�kan.

2. Sanks� hukum terka�t dengan 
penjualan ponsel seluler tanpa 
garans�, telah d� tetapkan dalam 
UUPK Pasal 8 dan Pasal 62 ayat 
(1). Pelaku usaha yang t�dak 
member�kan kartu garans� atau 
purna jual dapat d�kena� sanks� 
p�dana penjara pal�ng lama 5 
(l�ma) tahun atau  p�dana denda 
pal�ng banyak Rp. 2 M�l�ar. 
Karena keg�atan usaha yang 
t�dak member�kan �nformas� dan 
kartu �nformas� terhadap telepon 
seluler dapat d�katakan sebaga� 
keg�atan usaha yang melanggar 
hukum.

4.2 Saran
1. Agar pelaku usaha yang 

melakukan keg�atan d�luar jalur 
resm�, member�kan �nformas� 
kepada calon konsumen agar 
konsumen t�dak salah mem�l�h 
produk yang akan d�bel�. Dan 
pelaku usaha t�dak hanya 
mencar� keuntungan dar� set�ap 
penjualan barang tanpa garans�, 
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yang dapat mengak�batkan 
kerug�an terhadap konsumen 
pengguna barang tersebut.

2. Pemer�ntah Pusat maupun 
Daerah harus melakukan 
pemantauan terhadap penjualan 
sarana telekomun�kas� yang 
t�dak mencantumkan kartu 
garans� terhadap produk yang 
d�jual, agar �ndustr� perdagangan 
d� Indones�a menjad� leb�h ba�k. 
Apab�la terjad� peny�mpangan 
terhadap pelaku usaha agar 
segera d� ber�kan sanks� sesua� 
dengan ketentuan yang berlaku, 
sebaga� efek jera agar t�dak 
melakukan keg�atan usaha 
yang mengak�batkan kerug�an 
terhadap konsumen.
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